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Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan yang merata
mendorong pemerintah untuk mengupayakan pengel olaan keuangan negara yang memenuhi fungsi-fungsi
seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan pelayanan umum.
Di antara bentuk fungsi pelayanan umum adalah tersedia dan terkelolanya barang milik negara di setiap
kementerian/lembaga yang menunjang kinerja pemerintah untuk digunakan bagi pelayanan kepada
masyarakat. Di sisi lain besarnya harapan pemerintah mewujudkan fungsi-fungsi di atas berdampak pada
mel ebihinya belanja negara dari pendapatannya (defisit anggaran). Kebijakan pemerintah menyatakan untuk
menutup defisit itu diperlukan pembiayaan yang berasal dari utang dan non utang. Utang dapat diperoleh
dari penerbitan surat berharga negara berupa surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara
(SBSN).

Harapan terpenuhinya pengel olaan barang milik negara yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) salah satunya dapat diwujudkan melalui penerbitan sukuk negara. Perbedaan
mendasar dengan instrumen utang adal ah penerbitan sukuk negara mengharuskan adanya transaksi
pendukung (underlying transaction) berupa barang milik negarayang memiliki nilai ekonomis, kondisi
layak, tercatat, dan tidak bermasalah hukum. Dengan demikian penerbitan sukuk negara telah mendorong
Pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya aset SBSN yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan kondisi
itu diharapkan kebutuhan akan aset SBSN berdampak pada peningkatan kualitas tata kel ola barang milik
negara secara kesel uruhan.

Penerbitan sukuk negara dalam kerangka kebijakan pembiayaan APBN berpengaruh secara signifikan
terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Namun, sebagai instrumen investasi berbasis syariah,
penempatan sukuk negara dalam koridor kebijakan utang negara berpotensi tidak terimplementasi secara
optimal. Di samping itu pemanfaatan barang milik negara sebagai bagian dari tujuan penerbitan sukuk
negara belum optimal karena hanya sebatas digunakan sebagai aset SBSN. Direkomendasikan agar
Pemerintah menerbitkan sukuk negara yang berorientasi pada pembangunan proyek yang langsung dapat
dimonitor dan dievaluasi pemegang sukuk guna mengembangkan terus prinsip-prinsip tata kelola
pemerintah yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga diharapkan
mempertimbangkan mengoptimalkan pemanfaatan aset SBSN dalam bentuk yang dapat menghasilkan
penerimaan negara.

...... Organizing public administration and devel opment towards peace and justice are equally encouraged
governments to strive to meet state financial management functions such as public services, public order and
security, economic, health, housing and public services. Among the forms of public service functions are
available and managed state property in each ministry / ingtitution that supports the government's
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performance to be used for services to the community. On the other hand the amount the government hopes
to realize the above functions have an impact on the state of its revenues exceed expenditures (budget
deficit). Government policy statesit is necessary to cover the deficit financing that comes from debt and non
debt. Debt can be obtained from the issuance of state securitiesin the form of state debentures (SUN) and
the Islamic state securities (SBSN).

Fulfilling expectations that the management of state property in accordance with the principles of good
governance, one of which can be realized through the issuance of state sukuk. The fundamental difference
with debt instrument is the state sukuk issuance requires the transaction support (underlying transactions) in
the form of state property that has economic value, decent condition, recorded, and no legal problem. Thus
the issuance of sukuk has encouraged the government to seek fulfillment SBSN assets that meet these
criteria. So with this condition the demand for asset SBSN is expected to impact on improving the quality of
governance of state property as awhole.

Sukuk issuance in the policy framework for financing the state budget significantly affect the quality of
governance of state property. But as Sharia-compliant investment instruments, sukuk placement in the
corridor of the sovereign debt policies are not implemented in an optimal potential. Besides the use of state
property as part of the destination of state sukuk issuance has not been optimal because only limited use as
an asset SBSN. It is recommended that the Government issued the state sukuk oriented development
projects that can directly be monitored and evaluated by the sukuk holders continue to devel op principles of
good governance such as accountability and transparency. The government is also expected to consider
optimizing asset utilization SBSN in aform that can generate state revenue.



